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ABSTRAK 

Muhammad Fazka Annurrahman 1213040089 “Analisis Terhadap Perbedaan 

Dalil-Dalil Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby. Dan 

Putusan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL Tentang Perkawinan Beda Agama” 

Penelitian ini mengkaji perbedaan dalil-dalil hukum hakim dalam dua 

putusan pengadilan negeri terkait perkawinan beda agama, yaitu Putusan Nomor 

916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan Putusan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN.JKT.SEL. Latar 

belakang dari penelitian ini adalah munculnya perbedaan tafsir dan dasar hukum 

yang digunakan oleh hakim dalam menyikapi permohonan pencatatan perkawinan 

beda agama, yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat dan 

ketidakpastian hukum. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hukum perkawinan beda 

agama di Indonesia, mengidentifikasi dalil-dalil hukum yang digunakan oleh hakim 

dalam kedua putusan, serta menganalisis perbedaan dan persamaan argumentasi 

hukum yang digunakan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. 

Kajian ini menggunakan pendekatan teori positivisme hukum, teori 

realisme hukum, dan teori penemuan hukum (rechtsvinding) sebagai landasan 

konseptual dalam menelaah dalil hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara 

perkawinan beda agama. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 

yuridis normatif serta pendekatan deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan data 

yaitu dengan cara library research/kajian kepuastakaan, teknik analasis data yang 

dipakai dengan cara menghimpun, menganalisa dan menyimpulkan. Penelitian ini 

berfokus pada analisis dalil hukum yang digunakan oleh hakim serta kesesuaiannya 

dengan hukum positif di Indonesia dan perspektif hukum Islam. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan pandangan para 

ahli hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengenai kedudukan hukum 

perkawinan beda agama, keduanya berpendapat bahwa perkawinan beda agama itu 

tidak dibenarkan secara syar’i maupun administrasi negara. Menurut agama Kristen 

pun perkawinan beda keyakinan itu tidak sah dalam pelaksaannya. (2) Kedua 

putusan ini sama-sama mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda 

agama, dalil hukum yang digunakan oleh masing-masing hakim berbeda. (3) Dalam 

perspektif hukum Islam, kedua putusan tersebut bertentangan dengan prinsip 

sahnya perkawinan yang mensyaratkan kesamaan agama, adapun menurut hukum 

positif di Indonesia, adanya ketidaksesuaian dengan hukum agama sebagaimana 

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Perbedaan ini mencerminkan 

belum seragamnya pendekatan hukum atas isu yang belum diatur secara tegas 

dalam perundang-undangan. 
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